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One important aspect of rights protected by the government is the child's right to receive protection
from various threats of discriminatory acts, threats of mental, physical and sexual violence and
various other forms of threats. This research was conducted to determine the role of the Regional
Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in Tanjungpinang City
in assisting victims of child sexual abuse. In this research, Soerjono Soekanto (2002) used theory
with role theory, namely looking at normative roles, ideal roles and factual roles. The method in
this research is that the author uses a type of qualitative descriptive research using interview and
observation data collection techniques. Based on the research results, it can be concluded that the
Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in
Tanjungpinang City plays a role in assisting victims of child sexual abuse, where currently the
UPT PPA provides spiritual and psychological assistance, accompanying the legal process up to
the post-mortem. Based on the findings, there were several SOPs in implementation that were not
appropriate, such as the timing and procedures for mentoring which had to be adapted to the
conditions in the field and in the end they were given inappropriately according to the SOPs, and
several facilities were not fulfilled, one of which was the disability pathway and the Family
Learning Center. It is hoped that the Family Learning Center (PUSPAGA) will be at the forefront
in assisting mental health problems for children and parents..
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Abstrak

Salah satu aspek hak yang penting dilindungi oleh pemerintah adalah hak anak untuk
mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman tindakan diskriminatif, ancaman kekerasan
mental, fisik dan seksual dan berbagai bentuk ancaman lainya. Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota
Tanjungpinang dalam pendampingan korban pelecehan seksual pada anak, dalam penelitian ini
menggunakan teori Soerjono Soekanto (2002) dengan teori peran yaitu dilihat dari peran
normatif, peran ideal dan peran faktual. Metode dalam penelitian ini penulis menggunakan
jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana dengan teknik pengumpulan data wawancara dan
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observasi.Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tanjungpinang berperan dalam
pendampingan korban pelecehan seksual pada anak dimana saat ini UPT PPA melakukan
pendampingan rohani, psikologis, mendampingi proses hukum hingga visum. Berdasarkan
hasil temuan ada beberapa SOP dalam pelaksanaanya belum sesuai seperti waktu dan prosedur
pendampingan yang harus menyesuaikan keadaan di lapangan dan akhirnya diberikan tidak
tepat sesuai SOP kemudian belum terpenuhinya beberapa fasilitas, salah satunya adalah jalur
disabilitas dan Pusat Pembelajaran Keluarga. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
diharapkan yang menjadi garda terdepan dalam pendampingan masalah kesehatan mental bagi
anak dan orang tua.

Kata Kunci : Pendampingan, Korban Pelecehan Seksual, Anak

1. PENDAHULUAN

Salah satu aspek hak yang penting dilindungi oleh pemerintah adalah hak anak untuk
mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman tindakan diskriminatif, ancaman kekerasan
mental, fisik dan seksual dan berbagai bentuk ancaman lainya. Upaya melakukan perlindungan
anak ini harus tetap diperhatikan dengan serius, mengingat hal ini memiliki multifflayer effect
dan berdampak langsung pada tumbuh dan berkembangnya anak.

Amanat konstitusi dengan tegas menetapkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk
keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta berhak mendapatkan
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang terdapat pada Pasal 28B ayat 2 UUD Tahun
1945. Artinya, kesiapan pemerintah dalam membentuk struktur perangkat kerja dan peraturan
pendukung harus terpenuhi. Bentuk dari pengaduan masyarakat dimaksud harus direspons
secara cepat dan efektif sebagai upaya pemenuhan kewajiban terhadap hak fundamental
tersebut.

Bersumber dari data tindakan kekerasan pada anak Indonesia, sebagimana di kutip dari
laman web resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
menampilkan informasi terbaru per November 2023, kasus kekerasan pada anak sebanyak
23.911 yang sudah dilakukan penanganan. Data tiga tahun terakhir datanya dapat dilihat pada
tabel berikut ini:

Tabel 1. 1 Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia
Tahun 2020 s/d 2022

Tahun Jumlah Korban
Kekerasan Seksual
2020 7.485
2021 8.293
2022 8.860

Sumber: Data dari Simfoni PPA olahan peneliti tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak,
khususnya kekerasan seksual, mengalami peningkatan dari di tiga tahun terakhir. Eksistensi
pemerintah dalam penyelesaian masalah kekerasan terhadap anak menjadi sangat penting
untuk memastikan keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak-anak yang
menjadi korban.
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Pemerintah mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mendukung penanganan
perkara dengan optimalisasi kebijakan dan penegakan hukum yang tersedia. Peningkatan
kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan
juga secara terencana dilakukan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU
No0.35 Th.2014) tentang Perlindungan Anak, tercipta dasar hukum yang kuat bagi negara,
pemerintah, dan pemerintah daerah untuk berperan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan
terpadu dan pendampingan (psikologi, medis, hukum, dan rohaniah) bagi korban kekerasan
anak. Peran ini saat ini diwujudkan melalui Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan
dan Anak Daerah (UPTD PPA) di berbagai wilayah di Indonesia. Kewajiban untuk membentuk
Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan
UPTD PPA (PERMEN PPPA No.4 Th.2018).

Peran strategis UPTD PPA dalam memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang
mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, kedudukan UPTD PPA berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota
(PERMEN PPPA No.4 Th.2018, Pasal 3).

Keberadaan UPTD di daerah dapat memberikan manfaat untuk melindungi hak-hak
masyarakat, khususnya memberikan pelayanan bagi korban kekerasan. Tugas UPTD PPA yang
sangat penting adalah merespon setiap tindakan kekerasan dalam masyarakat dan siap
menerima laporan tindak kekerasan, yang diaktualisasikan melalui pelayanan terpadu, meliputi
tindakan pendampingan seperti pendampingan psikologi, medis, hukum, dan rohaniah bagi
korban anak kekerasan seksual.

Keberadaan UPTD PPA di daerah dapat mendukung pemerintah dalam mengumpulkan
data yang akurat dan relevan dalam usaha mesukseskan program yang direncanakan. Oleh
karenanya, peran dari UPTD PPA di daerah menjadi kunci untuk mencapai efektivitas dalam
penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Peran Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
dalam memberikan dukungan dalam bentuk pelayanan dan pendampingan baik dari psikologis,
medis, hukum maupun kerohanian yang efektif kepada korban diharapkan dapat menjamin
perlindungan terutama di daerah yang mengalami peningkatan kasus, seperti Kota
Tanjungpinang di Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak untuk
periode Januari 2019 hingga Juni 2023, Provinsi Kepulauan Riau menempati urutan pertama
dengan 1.154 kasus kekerasan. Jumlah kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di
Provinsi Kepulauan Riau, kekerasan seksual pada anak tahun 2022 terjadi di semua
Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam dengan kasus sebanyak 60,
disusul dengan Kota Tanjungpinang dengan 46 kasus, kabupaten Anambas dengan 36 kasus,
Kabupaten Karimun dengan 26 kasus, Kabupaten Natuna dengan 20 Kasus dan lingga dengan
18 kasus.

Kota Tanjungpinang menempati urutan ke dua angka tindak kekerasan seksual pada
anak. Dengan situasi ini, peranan UPTD PPA di Kota Tanjungpinang menjadi fokus penelitian
untuk mengkaji efektivitas langkah-langkah dalam merespon, menangani, dan mencegah
dalam menanggapi kasus kekerasan seksual pada anak.

Terdapat data korban kekerasan seksual di Kota Tanjungpinang juga menunjukkan
peningkatan dimana dari tahun 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 kasus kekerasan
seksual bertambah menjadi 132 kasus. Bahwa para korban dengan jenis klamin perempuan
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angkanya jauh lebih tinggi dari pada korban laki-laki, dengan usia korban dalam kategori
dibawah umur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 3 Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota

Tanjungpinang Tahun 2020 s/d 2023
Korban Anak
Tahun Laki- laki Perempuan Jumlah
2020 2 18 20
2021 2 40 42
2022 8 38 46
2023 6 35 41
Total 18 131 149

Sumber : Data UPTD PPA Kota Tanjungpinang tahun 2023

Berdasarkan informasi diatas, terlihat kasus kekerasan seksual pada anak terus saja
terjadi dan cendrung meningkat setiap tahunya, ini menjadi kekhawatiran besar pemerintah
daerah dan masyarakat. Kerawanan akan keamanan anak dari pelaku kekerasan seksual
menjadi proritas utama UPTD PPA Kota Tanjungpinang. Dalam konteks ini, peran UPTD
PPA Kota Tanjungpinang menjadi jembatan untuk mencegah sekaligus merespons dan
menindaklanjuti proses penanganan perkara kekerasan seksual yang dapat merugikan anak-
anak.

Sejauh ini, pendampingan anak korban pelecehan tidak semuanya berhasil dengan
instan, namun sudah ada anak yang kembali menata hidup dan bersemangat karena
mengikuti pendampingan secara rutin. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual
membutuhkan intervensi secara berkala hingga trauma atas pengalaman negatifnya dapat
teratasi. Bagi korban yang dirasakan adalah dampak psikologis jangka panjang sehingga
membutuhkan intervensi secara berkala hingga pengalaman yang dirasakan negatif tersebut
teratasi traumanya, emulihan dari peristiwa kekerasan seksual sebaiknya dilakukan oleh
psikolog klinis yang dapat dibantu juga oleh konselor yang terlatih. Pemulihan ini pun
mungkin saja tidak bagi korban, tapi juga bagi keluarga.

Melalui hasil observasi awal terkait dengan peran UPTD PPA Kota Tanjungpinang,
dapat diamati masih adanya kendala terkait dengan kelengkapan sumber daya manusia dan
fasilitas pedukung yang dimungkinkan akan mempengaruhi kinerja organisasi. Peran UPTD
PPA Kota Tanjungpinang penelitian yang ingin dijalankan secara komprehensif
memberikan gambaran infromasi yang utuh dan jelas.

Mengidentifikasi peran UPTD PPA Kota Tanjungpinang, maka langkah-langkah
perbaikan dan optimalisasi dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas pelayanan
pendampingan dapat dilaksanakan. Dukungan penuh dari pemerintah daerah, serta
kerjasama dengan pihak eksternal, menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman
dan mendukung bagi korban pelecehan seksual pada anak di Kota Tanjungpinang.

2. METODE PENELITIAN
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Pendekatan dalam ini menerapkan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Deskriptif dapat
diartikan sebagai metode menggambarkan permasalahan masalah secara utuh dalam suatu
peristiwa yang sedang berlangsung. Tujuannya untuk menguraikan apa yang terjadi pada saat
ini. Hal ini dipertegas oleh Sukardi (2013), yang menyatakan bahwa penelitian deskriptif
dipakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam suatu fenomena atau peristiwa yang
terjadi sat ini. Lebih lanjut, Sukmadinata (2009), menjelaskan bawah jenis penelitian kualitatif
diporasionalkan guna memberikan gambaran dan menguraikan melalui anaisa terhadap suatu
peristiwva yang terjadi sat ini. Dari penjelasan yang ada penelitian ini akan mengunakan
pendekatan Deskriptif Kualitatif dengan alasan akan mendapatkan hasil analisis yang optimal
yang dirangkaikan dalam bentuk penjabaran hasil penelitian secara tertulis dengan
merepesentasekan pendapat narasumber/informan dan hasil simpulan pemikiran penulis.
Penelitian ini bertujuan untuk memahami kegiatan UPTD PPA Kota Tanjungpinang. Lokasi
penelitian ini difokuskan di Kantor UPTD PPA Kota Tanjungpinang, mengingat peran krusial
UPTD PPA yang dimaksud dalam penelitian ini berkaitan dengan tugas-tugas keseharian
dalam memberikan pelayanan terkhusus pada kasus yang membutuhkan pendampingan. Dalam
penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk
menggambarkan dan menganalisis data dalam bentuk kalimat (kata-kata). Setelah semua data
terkumpul mengenai peran UPTD PPA Kota Tanjungpinang dalam pendampingan korban
pelecehan seksual pada anak, langkah selanjutnya adalah mengolah dan mengimplementasikan
data dengan menyederhanakannya ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan
diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sepanjang proses
pengumpulan data, sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2012),
bahwa aktivitas analisis data kualitatif bersifat interaktif dan berlangsung secara terus-menerus
hingga mencapai kesimpulan, sehingga datanya dianggap sudah jenuh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran Normatif

Peran Normatif merupakan peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga dan
didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dapat
dijelaskan bahwa peran UPTD PPA Kota Tanjungpinang menjalankan fungsinya meliputi:

a. Pemenuhan struktur organisasi dan pertangungjawaban.

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan, wewenang,
dan tanggung jawab antara berbagai posisi dan departemen di dalam organisasi. Dalam
keseluruhan, struktur organisasi yang baik adalah landasan penting bagi organisasi untuk
mencapai tujuan dan kesuksesan jangka panjang. Dengan adanya struktur yang jelas, organisasi
dapat menciptakan lingkungan kerja yang teratur, efisien, dan saling mendukung

Hal ini diketahui bahwa saat ini sudah ada struktur organisasi yang tersusun di UPTD
PPA Kota Tanjungpinang, dimana dalam struktur organisasi jelas menarik garis-garis tanggung
jawab pegawai. Struktur organisasi organisasi menjadi salah satu komponen organisasi paling
penting, terutama dalam membangun organisasi dan menjalankan operasional organisasi Ada
beragam struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan. Masing-masing jenis struktur organisasi
organisasi memiliki kelebihan dan kekurangannya. Struktur organisasi organisasi pun memiliki
beragam manfaat bagi kinerja dan alur kerja sebuah organisasi

Maka berdasarkan temuan diketahui bahwa struktur organisasi sudah ada, di UPT PPA
sudah dibagi sesuai tugas dan tanggungjawabnya masing-masing, Dengan adanya susunan
yang telah ada atau dibuat ini, dapat mempermudah untuk mengatur sebuah pembagian tugas
serta wewenang pada setiap orang atau bagian. Dalam pembagiannya harus jelas, agar setiap
orang memiliki tugas atau pekerjaan dengan tanggung jawab masing-masing. Dan pastinya
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memiliki keterkaitan satu dengan lainnya pada setiap bagian. Selain bertujuan untuk membantu
mencapai sebuah tujuan dengan maksimal. Struktur organisasi ini juga memiliki kegunaan atau
tujuan lainnya. Seperti berguna untuk menyusun mekanisme dalam pengendalian kerja proyek,
mengelompokkan penanggung jawab pada setiap kegiatan, menentukan wewenang dan
tanggung jawab untuk semua pekerja proyek dam mengidentifikasi pembagian sebuah
kegiatan.(Mevia, 2020)

Hal ini sebagimana dijelaskan dalam sejumlah kebijakan diantaranya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan
Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana 40 Teknis Daerah, Peraturan Menteri
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Pembentukan UPTD PPA. Berikut dasar hukum pembentukan UPTD PPA

Gambar 1
Dasar Hukum UPTD PPA

T Dasar Hukum
e Pembentukan UPTD PPA

Yo% t Al A D
£3 ) NCAAN PE g A

Sumber : UPTD PPA Kota Tanjungpinang, 2024

Jika dilihat ada beberapa dasar hukum dalam pembentukan UPTD PPA, hal ini juga
sejalan dengan SOP dari pendampingan tersebut. Instansi ini Khusus di bentuk karena
maraknya kejadian-kejadian yang menimpa anak, maupun perempuan. UPT PPA
mendampingi korban sesuai dengan kebutuhannya seperti mendampingi pada saat persidangan,
pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), proses pendampingan untuk visum, mediasi,
konseling atau terapi. Hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku,

Berdasarkan hasil wawancara maka diketahui sudah ada SOP baik pembentukan
maupun penanganan dari UPTD PPA ini, semua SOP di buat seringkas mungkin dan mampu
dipahami masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara maka diketahui bahwa dalam penanganan
dan pendampingan UPTD PPA sudah mengikuti SOP.

Pegawai paham terhadap SOP yang ada, begitu juga dengan masyarakat yang sedang
mendapatkan pendampingan. manfaat SOP adalah sebagai standarisasi cara yang dilakukan
pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya. Dalam pendampingan tentu
memiliki sop yang jelas, alur prosedur, waktu hingga biaya, jangka waktu penyelesaian
pendampingan selama 105 menit, pemdampingan dilakukan mulai dari pendampingan rohani,
layanan psikologi dengan waktu 165 menit, penampingan korban (penegakan hukum) dengan
jangka waktu penyelesaian 115 menit dan pendampingan korban (visum) 1 hari kerja, dimana
kesemuanya tidak terdapat pembiayaan yang di bebankan kepada keluarga korban. Berikut
SOP pendampingan :

Gambar 2
SOP Pendampingan Rohani
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Sumber : UPTD PPA Kota Tanjungpinang, 2024

Pendampingan korban yang pertama adalah rohani, dimana pendampingan ini sangat
dibutuhkan, bimbingan rohani adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam
rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan rohaniah dalam
lingkungan hidupnya, agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul pada diri
pribadinya suatu harapan kebahagiaan hidup. Bimbingan rohani ini dilakukan selama 105
menit atau 1 hari kerja, kemudian pendampingan psikologi dengan SOP berikut :

Gambar 3
SOP Pendampingan Layanan Psikolog
ey o el
- e ot | Wawniany | PN | gy | = Ferryaaea Outont Seamnagen
Peseried | oo pral T2 | pertengiagen | WO
il [ Y
: foeetas S s i o= Aot rp— "'m::
‘:__“__ B S 47 e
Ao et e - gt o rent - -
Prerermmass taul /’\
et €A T TR
Y e CO+—1 | " | e
s Prsroree womevw - 3 -
Y Ll = sk ¥ boresry Dby
N L—:"n"‘"‘" . -2 8 [PReSNeT PP [P T LS ————
T - 1% e

Sumber : UPTD PPA Kota Tanjungpinang, 2024
Layanan Psikologi mengembalikan rasa percaya diri korban, karena korban kekerasan
seksual tentu memiliki trauma mendalam, dimana pendampingan ini dilakuka juga maksimal
1 hari kerja, namun karena kekurangan psikolog, pihak dinas akan mengatur jadwal ulang,
kemudian pendampingan penegakan hukum dengan SOP berikut :
Gambar 4
SOP Pendampingan Hukum
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Sumber : UPTD PPA Kota Tanjungpinang, 2024

Pihak UPT PPA berkewajiban untuk melakukan pendampingan dalam penegakan
hukum, yang juga harusnya dilakukan dalam 1 hari kerja, namun untuk pendampingan ini
membutuhkan waktu 3 hari sampai 7 hari kerja, karena ada dokumen yang harus dilengkapi
serta harus berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait. kemudian adanya pendampingan
visum, dimana ini juga dilakukan dalam 1 hari kerja, sesuai SOP sebagai berikut :

Gambar 5 SOP Visum
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Sumber : UPTD PPA Kota Tanjungpinang, 2024

Namun kenyataannya visum juga memakan waktu yang lama, dimana korban harus
mengantri untuk diperiksa dan menyiapkan sejumlah dokumen yang ada. SOP yang ada
harunya Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang
pegawai dalam melaksanakan tugas. SOP sangat penting bagi suatu organisasi karena berfungsi
sebagai pedoman dan landasan hukum yaitu pedoman untuk mengantisipasi situasi atau
keadaan yang tidak terduga sekaligus sebagai acuan melaksanakan pekerjaan. Selain itu SOP
bermanfaat sebagai landasan hukum apabila terjadi penyimpangan.

Berdasarkan hasil wawancara maka diketahui bahwa UPT PPA tidak hanya
mendampingi saat proses sedang berjalan, namun setelah laporan selesai dan kasus di tutup,
UPT PPA tidak langsung mengembalikan kepada orang tua, ada serangkaian pendampingan
yang harus diberikan. Apabila kasus-kasus perlakuan yang salah dan penelantaran terhadap
anak tersebut tidak ditangani sebagaimana mestinya, akan sangat serius dampaknya bagi
kehidupan anak di masa yang akan datang. Akibat yang dapat ditemukan pada anak yang
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mendapat perlakuan salah dan penelantaran, yaitu cacat tubuh permanen, kegagalan belajar,
gangguan emosional, konsep diri yang buruk dan tidak mampu untuk mempercayai orang lain,
pasif dan menarik diri, agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal, menjadi
penganiaya ketika dewasa, menggunakan narkotik dan zat adiktif, dan kematian. Kejahatan
seksual terhadap anak juga memiliki dampak traumatik pada korban begitu mendalam dan sulit
untuk disembuhkan.

2. Peran ldeal

Merupakan peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga dan didasarkan pada
nilai-nilai ideal atau tindakan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya dalam
suatu system.

a. Integritas dan sikap aktor.

Dapat dijelaskan bahwa peran UPTD PPA Kota Tanjungpinang menjadi bagian penting
dalam upaya pencegahan sekaligus memberikan jaminan bagi korban kekerasan seksual
terutama anak agar dapat kembali beraktvitas secara normal dalam masyarakat dan
memberikan jaminan hukuman yang pasti bagi pelaku kejahatannya. Masih tingginya angka
kekerasan seksual yang terjadi di daerah menjadikan peran UPTD PPA Kota Tanjungpinang
sebagai lembaga yang penting untuk di lihat pelayanannya secara komprehensif.

Berdasarkan hasil wawancara maka diketahui bahwa UPTD PPA sudah benar-benar
menjalankan perannya dengan baik, menyiapkan orang-orang yang ahli dan mendampingi
korban hingga selesai. Bahkan adanya inovasi yang di buat oleh UPTD PPA guna untuk
menunjukan bahwa mereka adalah instansi yang berintegritas dan actor atau pelaksana yang
melakukan pekerjaan dengan baik.

Gambar 6
Inovasi UPTD PPA

INOVASI UPTD PPA

MOLIN SIGAP 24/7

Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak
Siap dan Tanggap 24 Jam,
7 Harl dalam 1 Minggu

Sumber : UPTD PPA Kota Tanjungpinang, 2024

Pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Tanjungpinang meliputi
pendampingan hukum atau advokasi, hal ini terkait dengan dukungan emosional yang
dibutuhkan oleh pelapor saat harus membuat laporan ke pihak berwajib terkait identifikasi
pelaku, pemeriksaan saksi, pembuatan BAP dan juga pendampingan selama proses olah TKP
(jika diperlukan). dalam kasus kekerasan seksual seperti pemerkosaan atau persetubuhan,
biasanya didorong untuk melapor ke Polres, selama proses itu didampingi sampai tiga kali
pelaporan, setelah itu kami juga melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan dalam hal
pengawasan sampai mana kasus tersebut berlanjut ke persidangan.

Selain pendampingan hukum atau advokasi, pihak UPTD PPA Tanjungpinang juga
mendampingi korban dalam pemeriksaan medis untuk mendapatkan pemeriksaan fisik ataupun
mendapatkan visum, visum dalam kasus kekerasan seksual sangat diperlukan agar kasus
tersebut dapat ditindaklanjuti secara hukum, keengganan korban dalam menjalani visum
biasanya disebabkan karena kekhawatiran akan dampak yang harus ditanggung oleh korban,
sehingga pendamping perlu memberikan dukungan psikologis dan juga memberikan
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pemahaman tentang bagaimana proses visum itu akan dilakukan. Pendampingan psikologis
diberikan kepada korban untuk memulihkan keadaan korban dari dampak yang dia rasakan dari
kekerasan seksual yang diterimanya, di UPTD PPA Tanjungpinang, upaya pemulihan trauma
korban diberikan oleh psikolog dan hypnoterapis yang membantu sesuai dengan keahliannya,
pemulihan trauma pada korban dilakukan melalui terapy dan konseling, dan untuk memastikan
kondisi korban aman dari segala bentuk diskriminasi, UPTD PPA menyediakan rumah aman
sebagai tempat pemulihan psikolgis korban maupun keluarganya

Berdasarkan hasil temuan maka diketahui bahwa Soekanto (2001) mengklasifikasikan
adanya Peran ldeal yang merupakan peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga dan
didasarkan pada nilai-nilai ideal atau tindakan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan
kedudukannya dalam suatu sistem. salah satunya adanya dengan integritas dan sikap aktor,
Integritas merupakan gambaran diri anda dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan
tindakan sehari-hari. Integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang
tercermin dalam perbuatan sehari-hari.

UPTD PPA selama ini sudah sangat mengupayakan untuk memberikan yang optimal
bagi para korban, mendampingi hingga akhir, serta merahasiakan identitas korban, karena
UPTD PPA menjamin anak-anak yang menjadi korban pelecehan bisa mampu berdiri kembali
dan mengembalikan rasa percaya diri, maka segala upaya dilakukan termasuk melakukan
pendampingan Yang dibutuhkan oleh para korban, dan sejauh ini para pendamping memiliki
integritas yang tinggi dan benar-benar konsen dengan pendampingan.

b. Kemudahan akses infromasi dan data.

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak-hak yang harus dilindungi dari
segala bentuk kekerasan dan juga diskriminasi yang dilakukan oleh orang lain. Arus
perkembangan globalisasi yang cukup pesat ini mendorong kemudahan akses terhadap
informasi serta teknologi dalam hal ini media sosial. Penggunaan media sosial ini ternyata
menciptakan permasalahan hukum, yaitu pelecehan seksual. Tindakan pelecehan seksual di
media sosial ini dapat berupa komentar, tindakan, dan penipuan terhadap anak berupa
pelecehan secara fisik maupun nonfisik. Adapun rumusan masalah yang dibuat yaitu apa saja
kelemahan dari ketentuan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana
pelecehan sosial di media sosial sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan apakah UndangUndang Nomor 12 Tahun 2022
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah memberikan perlindungan hukum yang ideal
bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual di media sosial.
Berdasarkan hasil wawancara UPTD PPA sudah menyediakan kemudahan akses informasi,
namun untuk data sejauh ini tidak dipublikasikan karena berdampak pada sikap dan pikiran
anak. Berikut alur pelayanan yang ada di UPTD PPA Tanjungpinang :

Gambar 7
Informasi Tentang Alur Pelayanan
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ALUN FELAYANAMN
UNIT PELASSAMA TEXNS DAERAH
PERLINDUNGAN PCREMPUAN DAN ANAX

COTA TANJUNGP®,

Sumber : UPTD PPA Kota Tanjungpinang, 2024

Berdasarkan hasil wawancara maka diketahui untuk kemudahan akses informasi UPTD
PPA sudah cukup baik. karena semua di publikasinya di ruang depan sehingga masyarakat bisa
melihat secara jelas, alur dan prosedur serta informasi yang diberikan juga sudah jelas, teks
prosedur berisikan tata cara serta langkah-langkah secara prosedural, selayaknya langkah-
langkah yang disusun dalam teks tersebut haruslah urut, singkat, dan jelas, supaya mudah
dipahami dan diterapkan.

Informasi merupakan suatu kumpulan data yang sudah diproses untuk memperoleh
pengetahuan yang lebih berguna untuk mencapai suatu sasaran. Suatu informasi dapat
dikatakan bernilai apabila informasi tersebut memberikan suatu manfaat yang lebih dibanding
dengan kita hanya melihat data yang ada. (Ferry Ferdian, 2017). Informasi adalah data yang
telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berguna dan nyata atau berupa nilai yang dapat
dipahami dalam keputusan sekarang maupun yang akan datang.” (Sri Ipnuwati, 2015.)

Berdasarkan dari hasil temuan maka diketahui bahwa informasi yang disalurkan UPT
PPA selama ini sudah baik dan berjalan dengan baik. Informasi di berikan bukan hanya untuk
masyarakat tetapi juga untuk pegawai dimana adanya alur kerja yang jelas. Alur kerja adalah
proses end-to-end yang membantu tim mencapai gol dengan menghubungkan orang yang tepat
ke data yang tepat pada waktu yang tepat. Setelah disiapkan, alur kerja akan membantu
mengatur informasi dengan cara yang tidak hanya dapat dipahami, tetapi juga dapat diulang.
Informasi di berikan bukan hanya untuk masyarakat tetapi juga untuk pegawai dimana adanya
alur kerja yang jelas. Alur kerja adalah proses end-to-end yang membantu tim mencapai gol
dengan menghubungkan orang yang tepat ke data yang tepat pada waktu yang tepat. Setelah
disiapkan, alur kerja akan membantu mengatur informasi dengan cara yang tidak hanya dapat
dipahami, tetapi juga dapat diulang.

3. Peran Faktual

Adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga dan didasarkan pada
kenyataan yang konkret di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Dapat
dijelaskan bahwa peran UPTD PPA Kota Tanjungpinang harus diperlihatkan secara nyata,
dengan memperhatikan data dan informasi sehingga dapat mendukung pengetahuan
mekanisme dan kinerja pelayanan baik secara normatife mahupun faktual yang sudah
terlaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu perlu meperhatikan kondisi faktual
meliputi :

a. Kerjasama lintas aktor
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Tekanan eksternal datang pada saat pelaku dilaporkan ke pihak kepolisian, korban yang
berasal dari kalangan sosial menengah ke bawah seringkali mengalami tekanan bahkan
dikucilkan oleh tetangga dan anggota masyarakat lainnya, pelaporan korban justru dianggap
akan mencemarkan nama baik kampung dimana kejadian tersebut berlangsung, selain
pendampingan psikologis, UPTD PPA Kota Tanjungpinang juga menjalin berbagai kerjasama
dengan aparat desa dan instansi yang berkaitan dengan perlindungan anak untuk melakukan
pendampingan sosial, hal ini bertujuan untuk menyakinkan bahwa lingkungan tetap bisa
menerima keberadaan korban dan keluarganya, juga menyediakan berbagai bantuan yang
sekiranya diperlukan oleh korban selama menjalani proses hukumnya.

Berdasarkan hasil wawancara maka diketahui untuk pendampingan bagi korban
pelecehan adanya Kerjasama antar instansi mulai dari kepolisian, pengadilan, rumah sakit
hingga kementrian agama, hal ini juga ditambahkan oleh informan yaitu pendampaing UPTD,
Prinsip Negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara memelukan peran
pengacara sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam pendampingan
hukum dalam rangka penegakan hukum. Disamping itu lembaga peradilan dan instansi
penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan instansi yang bergerak melakukan
perlindungan terhadap perempuan dan anak seperti UPTD PPA (unit pelaksana teknis daerah
perlindungan perempuan dan anak), yang memiliki peran dalam memberikan pendampingan
hukum untuk menjalankan profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk
kepentingan masyarakat yang mencari keadilan, termasuk usaha untuk memberdayakan
masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara maka diketahui bahwa Kerjasama dilakukan dengan
berbagai pihak, meskipun UPTD PPA merupakan UPTD yang memang memegang peranan
penting dalam kasus-kasus pendampingan ini, Unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan
perempuan dan anak yang disingkat. bertujuan untuk melakukan pelayanan bagi tindak
kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berupaya memberikan kontribusi terhadap
pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan
gender. UPTD PPA juga Memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan
dalammemenuhi hak korban yaitu hak atas perlindungan, hak atas keadilan, hak atas pemulihan
dan pemberdayaan.

b. Kemampuan sumber daya manusia

Pekerja sosial dalam menangani anak korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa
perannya sangat penting dalam mengatasi masalah tersebut. Penanganan oleh pekerja sosial
dilakukan untuk mengatasi dampak-dampak negatif yang muncul akibat kejadian kekerasan
seksual yang menimpa anak. Selain itu pekerja sosial juga berupaya untuk mengembalikan
fungsi sosial anak korban kekerasan seksual serta melindungi hak asasi mereka. Peran pekerja
sosial dalam menangani masalah anak korban kekerasan seksual meliputi sebagai broker,
advokat, mediator, pemungkin, pendidik, dan motivator. Dengan pelaksanaan peranan tersebut
maka pekerja sosial menunjukkan pentingnya peranan profesi pekerjaan sosial dalam
melaksanakan pembimbingan anak korban kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui bahwa sumber daya manusia yang
melakukan pendampingan selama ini sudah memadai, meskipun perlu ada penambahan,
Edward 11l (dalam Subarsono, 2011: 90-92) meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan
secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk
melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat
berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

Hal ini sesuai dengan temuan dimana, sumber daya manusia yang diletakan untuk
pendampingan sudah sesuai dengan keahliannya, hanya saja masih membutuhkan ahli yang
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cukup banyak, Peran pentingnya Sumber Daya Manusia dalam organisasi adalah bahwa segala
potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk
meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun di dalam
organisasi. Sumber daya tersebut yaitu waktu, tenaga dan kemampuan manusia (baik daya pikir
serta daya fisiknya) benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal bagi
kepentingan organisasi.

c. Kesiapan anggaran, sarana dan infrastruktur kerja.

Berdasarkan hasil wawancara maka diketahui bahwa pendanaan dan fasilitas sudah ada
dan sejauh ini sudah cukup memadai dan memberikan peranan terhadap kelancaran
pendampingan. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
menyebutkan Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan,
pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua,
Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. berikut beberapa
fasilitas yang ada di UPTD PPA Tanjungpinang :

Gambar 8
Fasilitas yang Ada Di UPTD PPA Tanjungpinang
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S ey O RS | S el T
L Ay S ;*..'.‘.ibﬂt".“t:-
Sumber : UPTD PPA Kota Tanjungpinang, 2024

Berdasarkan hasil observasi ditemukan beberapa fasilitas, salah satunya adalah jalur
disabilitas dan pusaga. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) diharapkan yang menjadi
garda terdepan dalam pendampingan masalah kesehatan mental bagi anak dan orang tua.
Mengingat saat ini telah tersedia 257unit layanan PUSPAGA provinsi dan kabupaten/kota dan
sebanyak 26 PUSPAGA telah terstandar termasuk yang ada di Kota Tanjungpinang.
PUSPAGA didukung oleh tenaga profesi melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga
atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab
mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan,
keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik
anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi perlakuan salah, dan penelantaran.
Wawancara dilakukan kepada Pendamping UPTD,

Kemudian Berdasarkan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota
Tanjungpinang dalam Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutama an Gender dan Anak

1377

——
| —


https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/micjo/index
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/micjo

Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) E.ISSN. 3032-2472

Journal page is available to Vol. 1 No. 3 Edisi

https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/micjo Juli 2024
Email: admin@jurnalcenter.com

yang sasarannya adalah Meningkat nya pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak
biaya yang disiapkan adalah Rp. 300.000.000 dana ini naik dari tahun 2022 yaitu 290.000.000.
Namun melihat dari pagu anggaran masih belum memadai untuk pendampingan dalam
menyediakan pelayanan medis, psikologi, yang dimana pendampingan membutuhkan dana
yang cukup besar, hingga dari hasil penelitian ditemukan bahwa di UPT PPA masih
membutuhkan beberapa hal seperti :

1) Kursi Roda Disabilitas

2) Alat kesehatan

Pemerintah daerah juga seharusnya lebih berkomitmen terhadap anggaran pendampingan
korban di UPTD PPA Tanjungpinang. Karena dana dari pusat dikucurkan ke setiap daerah
untuk mengoptimalkan pendampingan seperti membawatenaga ahli dan melengkapi fasilitas.
Ruang Aman sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 61 bahwa Pengadilan mengupayakan penyediaan
fasilitas dan perlindungan yang dibutuhkan agar saksi atau korban dapat memberikan
kesaksian.

Berdasarkan kesleuruhan penelitian maka diketahui bahwa pendampingan yang dilakukan
UPT PPA sejauh ini sudah diupayakan optimal, meskipun angka pelecehan seksual masih
cukup tinggi yang dapat dilihat dari grafik berikut.

Gambar 9
Grafik Angka Pelecehan Seksual Di Kota Tanjungpinang
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Sumber : UPTD PPA Kota Tanjungpinang, 2024

Jika dilihat kasus pelecehan cukup tinggi setiap tahunnya, pendampingan yang
dilakukan juga sebagian besar adalah kepada anak perempuan, UPTD PPA dalam menangani
kasus kekerasan seksual melakukan pendampingan melalui 4 macam model pendampingan
yang dilakukan: pendampingan hukum, pendampingan medis, pendampingan psikologis dan
pendampingan social. Keempat aspek ini tersebut saling berkaitan dengan proses
pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Tanjungpinang.

Dari hasil penelitian secara keseluruhan maka diketahui bahwa UPT PPA sudah
memenuhi perannya sebagaimana dijelaskan dalam teori Soekanto (2001) mengklasifikasikan
pran menjadi 3 jenis, yakni: Peran Normatif: Merupakan peran yang dilakukan oleh seseorang
atau lembaga dan didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan
masyarakat. Peran Ideal: Merupakan peran yang dilakukan oleh seseorang atau  lembaga
dan didasarkan pada nilai-nilai ideal atau tindakan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan
kedudukannya dalam suatu system. Peran Faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang
atau lembaga dan didasarkan pada kenyataan yang konkret di lapangan atau kehidupan sosial
yang terjadi secara nyata. Berdasarkan perannya dilihat dari peran
normatif diketahui bahwa UPT PPA sudah memenuhi perannya dengan membuat struktur
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organisasi, kemudian SOP dalam pelaksanaan pendampingan, dimana Standar Operasional
Prosedur (SOP), adalah seperangkat instruksi langkah-demi-langkah yang disusun oleh sebuah
organisasi untuk membantu pekerja melakukan operasi rutin yang kompleks. SOP bertujuan
untuk mencapai efisiensi, keluaran kualitas dan keseragaman kinerja, sekaligus mengurangi
miskomunikasi dan kegagalan mematuhi peraturan industry atau organisasi.

Kemudian UPT PPA sudah menjalankan peran idel deengan
pada nilai-nilai ideal atau tindakan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya
dalam suatu system, dilihat dari integritas pegawai UPT PPA. kemudian Peran Faktual adalah
peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga dan didasarkan pada kenyataan yang
konkret di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata seperti adanya pemenuhan
sumber daya dan fasilitas serta pendanaan, Namun berdasarkan hasil penelitian maka diketahui
yang perlu penambahan adalah tenaga ahli serta fasilitas dan pendanaan untuk PPT PPA
dimana anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau
kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang
memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan. Edward Il
dalam Widodo (2010:100) menyatakan bahwa “new towns studies suggest that the limited
supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”. Menurut
Edward 1l dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya
anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak
bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku
kebijakan rendah.

Edward 11l dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa fasilitas atau sumberdaya
peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu
kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam
memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward 111 dalam Widodo (2010:102),
juga menyatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh
dalam implementasi kebijakan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tanjungpinang sudah berperan dalam pendampingan
korban pelecehan seksual pada anak dimana saat ini UPT PPA melakukan pendampingan
rohani, psikologis, mendampingi proses hukum hingga visum. Hal ini dapat diuraikan dari hasil
penelitian berikut Peran Normatif ditemukan bahwa sudah ada struktur organisasi yang
tersusun di UPTD PPA Kota Tanjungpinang, dimana dalam struktur organisasi jelas menarik
garis-garis tanggung jawab pegawai. Peran ideal ditemukan bahwa UPTD PPA menyiapkan
orang-orang yang ahli dan mendampingi korban hingga selesai. Bahkan adanya inovasi yang
guna untuk menunjukan bahwa mereka adalah instansi yang berintegritas dan aktor atau
pelaksana yang melakukan pekerjaan dengan baik. UPTD PPA menyediakan rumah aman
sebagai tempat pemulihan psikolgis korban maupun keluarganya. Peran faktual ditemukan
bahwa adanya Kerjasama antar instansi mulai dari kepolisian, pengadilan, rumah sakit hingga
kementrian agama. Penanganan korban selama ini telah dilakukan oleh berbagai pihak baik
pemerintah maupun berbagai komunitas yang peduli terhadap perlindungan anak, dimana
ketika menyelesaikan masalah, orang lebih cenderung memilih perdamaian atau kekeluargaan
daripada mengambil tindakan hukum dan fokus hanya pada penanganan korban dalam hal
penanganan kekerasan seksual di UPTD PPA Kota Tanjungpinang telah melakukan berbagai
langkah pencegahan melalui sosialisasi keberbagai lembaga atau instansi yang bertujuan untuk
menumbuhkan kesadaran bersama tentang pentingnya perlindungan anak, sedangkan dalam
upaya penanganan kekerasan seksual, UPTD PPA Tanjungpinang senantiasa berupaya untuk
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membantu setiap korban yang ingin menyelesaikan masalah yang menimpanya, pelaporan
kasus kekerasan seksual bisa bersumber dari berbagai pihak, yaitu dari korban atau keluarganya
yang datang langsung ke kantor. Berdasarkan hasil observasi ditemukan beberapa fasilitas,
salah satunya adalah jalur disabilitas dan pusaga. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
diharapkan yang menjadi garda terdepan dalam pendampingan masalah kesehatan mental bagi
anak dan orang tua. Namun diketahui bahwa fasilitas ini belum mencukupi dan harus terus
diperbaharui seperti salah satunya untuk korban anak disabilitas.
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